
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI'

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KARO,

bahwa berdasarkan Peratrrran Bupati Karo Nomor 35

Tahun 2QL6 telah diatur mengenai Kedudukan' Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Dalrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

bahwa untuk rienindaklanjuti ketentuan Pasal 25

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2Al9
tentang Pedoman Ntlmenklatur dan Unit Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi dan KabupatenfKota, perlu dilakukan

perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksud daiam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hrrruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peratutart

BupatitentangPerrrbahanKeduaatasPeraturanBupati
Nomor 35 fafrun 2Al,6 tentang Kedudukan' Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten
daiam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran N"g"L Republik Indonesia Tahun L956 Nomor

iA, t**bahait embaian Negara Republik Indonesia Nomor

raeQ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara"(LembaLn Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor +286\;
Undang-Ut drog Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendahr"t*.i Negara {Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahunzao+NomorS,Tambahanlrrnbaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor a355);
Un?ang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan [*rr-tg"r, antara Pernerintah Fusat dan
pernerintahan Daerih {Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor !26, Tatnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

C"

2.

J.

4.

5. Undang-Undang...
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5. Und,ang-Undang Nornor N2 Tahun 2A11 tentang
pernbentukan Feraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomoi: 82'

Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indnnesia Nornor

1092}sebagaimanatelalrdi.,uu.t,d.enganUndang-Undang
Nomor 15 Tahun 2O-19 tentang Pefl-rbahan atas Unclang-

Undang Nomor T2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-und'angan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A1g Nomor 183' Tambahan

LemkraranNegaraRepubliklndonesiaNomor639S};
6. Undang-Unding Nomor 23 Tahun 2A* tontang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2*14 Nomor 244, Tanxrtrahan Lerrrharan

NegaraRepubliklnrlonesiaNomorsss7}sebagairnanatelah
diubahLreberapakaliterakhirdenganUndang-Undang
Nomor 11 Tahun 2*2A tentang tentang Cipfa Kerja

{LernLrara.nNegaraRepubliklrrdonesiaTahun2*2aNamor
b+s, Tarnbahin Lembaran Negara Republik Indone sia

Nomor 6573);
7 . Undang-Ut durrg Nomor 30 Tahun ZAW tentang

Adrninistrasi Pimerintahan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarr,baha'n Lernlraran

Negara Republik Indonesia Nomar 5601);

S.Per.aturanPemerintahNornorisTahun2al6terrtang
PerangkatDaerah{LenrbaranNegaraRepubiiklndonesia
Tahun 2D18 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5387) sebagaim,ana telah diubah

denganFeraturanFemei:intahNomcrT2Tahr:nZOLg
tentang Perubahan a.tas Peraturan Pemerintah Nornor 18

Tahun20L6tentangPera.rrgkatDaerah{LernbaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Ncrnor 187, Tarnbahan

Lernbar.anNegar"aRepubliklndonesiaN*rr:or6aa2};
q. peraturan lVlJnteri Dalam Negeri Ncmor 8O Tahun 2015

tentangPernbentukar:ProdukHr:kurnDaerah{Berita
Negara n"prlfif. Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagairnanatelahdiubahdenganPera.turanMenteriDalam
ttegeii Nomor 12O Tahun 2018 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Da-lam Negeri Namor 8O Tahun 2015

tentangPemtrentukanprodrlkHukumDaerah{Berita
Negara-RepublikIndorresiaTahun20lgNomcrl5T};

1O. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 56 Tahun 2oi9
tentang Pedsman Nomenkl*t rt drt, unit Kerja sekretariat

Daerah Provinsi <1an Kabupaten/Kota {Berita Negara

ll.PeraturanDaerahKahrupatenKaroNomoro5Tahun?{}16
tentangPernbentukanPerangkatDaerahKabupatenKaro
{Lernbe.ranDaeraleKatrupatet'K*toTahun2At6Nomor05'
Tarn"Oahan Lembaran Daerah Ka-krupaten Karo Ncrnor O3i;

l2.PeraturanBupatiKaroNomor35Tahun2al6tentang
Kedudukan, Slsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi' serta

TataKerjaPerangkatDaerah{BeritaDaerahKabupaten
KaroTahun2016Nornor35}sebagaimanatelahrdiubah
dengan t'eraturar. Bupati Karo Nomor CI4 Tahun 2017

tentang perubahan atai Peraturan Bupati Nomon 35 Tahun

2016tentangKedudukan,sustlnanorganisasi,Tugasdan
Fungsi, serti'Tata Kerja perangkat Daerlh- Kabupaten Karo

{Berita Daerah Kabupaten KaroTahun ZAW Nomor 04 };
MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN:

Iuenetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOIVIOR 35

TAHUN2016TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN0RGANISASI,
TUGASDANFUNGSI,SBRTATATAKERJAPERANGKAT
DAERAH.

Pasai I

Betrera.pa ketentuan daLam Peraturan Bupati Ncmor 35 Tahun 2O16 tentang

Kedr-rd,ukan, susunan organisasi, Tugas clan Fulgsi, serta Tata Kerja

perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2aL6 Nornor 35)

sebagairnana telah dinbah dengan Peraturan Bupati N"ry"1 o4 Tahun 2al7

i".rt*?g Peruba-han atas Peraturin Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2CI16 tentang

Kedudukan, Sus11nan Organisasi, 'i.rgr" dan Fungsi, serta Tata Kerja

perangkat Daerah {Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2aL7 Nomor o4}

diutrah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasai 4 dii-rbah, sehiagga krerbunyi. sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan 0rganisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

&. Sekretaris Daerah;
b. Sta{ Ahli BuPati terdiri atas:

1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukurn dan Perundang-undangan;

2. Staf Ahli Bupa"ti Kara Bidang Ekonomi dan Pernbangunan; dan

3. Staf Ahli Br;pati Kam Bidang Folitik dan Peinerintahan'

c. Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan, trnetrnbanvahkan:

a} Sub,bagian Administrasi Pernerintahan;
b; Subba[ian Administrasi Kewiiayahan Pemerintahan; dan

.i subb,a[ian Kerjasama dan otonomi Daerah.

2" Bagian Hukum, membarxrahkan:
a) SutrLragian Perundar:'g-undangan;
bi Subb'a[ian Dolsumentasi dan Infarmasi; dan
c) Subbagi.an Bantuan Hukum'

3. Bagian Kesejahtei:aari Rakyat, membawahkan:
a) Subtiagian Bina Mental Spirituai;
Ui SubUagian Kesejahteraan Sosial; dan
*i Subbagian Kesejahteraan Masyarakat'

d. Asisten perelonomian dan pembangunan, memtrarA.ahkan:

1. Bagian Perekonornian dan surnber Daya A1am, rnernbawahkan:

a) iubbagian Pembinaa.n BUMD dan BLUD, Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian;
b) Subbagian Perekonomian; dan
c) Subbagian SumLrer DaYa Alam'

Z . W ag;tar^ gdLinistrasi Pembangunan' me mbawahkan :

a) Sublragian PenS'r-rsunarr Prog:'ar-n;

Ui suUtra[latt r""tgenda]ian Program; dan
c) Sutrbagian Evaluasi dan Pelaporan'

3. Bagian peigadaan Bararrg dan Jasa, rnernbawa]:kan:

a}"subbagiuor*'.gelolaanPengadaanBarangdanJasa;
Ui SuUUagian Perrlelolaan Layanan Pengadaan Secara Etrektonik;

dan
c}SubbagianPembinaandanAdvokasiPengadaanBarangdan

Jasa.
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e. Asisten Admi.nistrasi Urnum, rnemLtawahkan:
1. Bagian Umum, mentbawahkan:

a) Subbagian Tata Usaha PirnPinan,
b) Subbagian PerlengkaPan; dan
c) Subbagian Rumah Tangga-

Staf Ahii dan KePegawalan;

2. F,agian Organisasi, membawahkan:
ai Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subba[ian Pelayanan Plrblik dan Tatalaksana; dan
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi'

3. Bagian Piotokol dan Kamunikasi Pimpinan, membawahkan:
a) SuLrbagian Protokoi; dan
br) subbagian Kornunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

4" Bagian pirencanaan dan Keuangan, rn.embawahkan:
ai Sukrbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
b) Subbagian Keuangan'

{2} Bagan Organislsi Sekretaiiat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) sebag*i*arr* tercantum dalam Lampiran yang rrierupakan bagian

iiA"f terpisahkan dari PeratLrran Bupati ini'

2. Ketentuan Larapiran i diubah sehingga berLrunyi sebagaimana tercantum

dalarn Lampiran yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari Peratutalf
Bupati iai"

Pasal Itr

Peratur-an Bupati ini rnulai berlaku paca tanggal diundangkan'

Agar setiap CIrang mengetahuinya, mernerintahkan pengundallgan Peraturan

Blpati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabr-rpaten Karo'

Diundangkan di Kabaajahe
pada tanggalf 'l

{

N KARO,SEKRETARi

KAM ELIN PURBA

tsERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A2l NOMOR l?

I ;ir

KABU
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